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I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan merupakan 

objek Pajak Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Dalam rangka mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan 

serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang Real Estat, Pemerintah 

perlu memberikan dukungan berupa perlakuan Pajak Penghasilan khusus 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas Real Estat dalam skema 

Kontrak Investasi Kolektif tertentu dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak 

atas Real Estat kepada Special Purpose Company (SPC) atau Kontrak 

Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dengan tarif yang lebih rendah 

dibandingkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlaku umum sebagaimana 

diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.  
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